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ABSTRAK

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 menimbulkan kontroversi,
khususnya pada ketentuan Pasal 16A yang mengatur pemberian Hak Guna Usaha
(HGU) kepada investor dengan jangka waktu maksimal 190 tahun. Ketentuan ini
menimbulkan problematika mendasar terkait keadilan dalam distribusi agraria,
kecenderungan keberpihakan kebijakan terhadap kepentingan modal, serta potensi
konflik dengan masyarakat adat dan kerusakan lingkungan. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh kekhawatiran atas kecenderungan legislasi yang tidak
mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam hukum nasional dan nilai-nilai
etika hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual, serta bersifat kualitatif-analitis. Teori utama
yang digunakan adalah Critical Legal Studies (CLS), yang menelaah hukum
sebagai konstruksi sosial yang sarat dengan kepentingan kekuasaan, serta teori
Magasid asy-Syari‘ah yang menekankan perlindungan terhadap lima prinsip
dasar, yaitu agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al- ‘aql), harta (hifz
al-mal), dan keturunan (hifz an-nasl). Sumber data yang dianalisis mencakup
peraturan perundang-undangan agraria, literatur hukum, serta teks-teks otoritatif
keislaman klasik dan kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan HGU dalam Pasal 16A
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 berpotensi memperkuat dominasi
kepentingan investor dalam penguasaan lahan dan mengabaikan prinsip keadilan
distributif. Dalam perspektif CLS, kebijakan tersebut merupakan instrumen
hukum yang cenderung memfasilitasi kepentingan ekonomi-politik kelompok
dominan. Sementara itu, dari sudut pandang Magasid asy-Syari ‘ah, kebijakan ini
dinilai belum memenuhi prinsip kemaslahatan umum (al-maslahah al-‘aGmmah)
karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, mengancam keberlangsungan
masyarakat lokal, serta mengabaikan prinsip keadilan intergenerasional. Oleh
karena itu, tesis ini merekomendasikan peninjauan ulang terhadap ketentuan HGU
di IKN agar selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam hukum nasional dan
magqasid syari‘ah dalam hukum Islam.

Kata kunci: Hak Guna Usaha (HGU), Critical Legal Studies (CLS), Maqgasid
asy-Syari ‘ah



ABSTRACT

The relocation of the National Capital to East Kalimantan as regulated in
Law Number 21 of 2023 has caused controversy, especially in the provisions of
Article 164 which regulates the granting of Land Use Rights (HGU) to investors
with a maximum period of 190 years. This provision raises fundamental problems
related to justice in agrarian distribution, the tendency for policies to favor
capital interests, as well as the potential for conflict with indigenous peoples and
environmental damage. This research is motivated by concerns over the tendency
of legislation that does not reflect the principle of substantive justice in national
law and the ethical values of Islamic law.

This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual
approach, and is qualitative-analytical. The main theory used is Critical Legal
Studies (CLS), which examines law as a social construction laden with power
interests, and the theory of Magasid asy-Syari‘ah which emphasizes the
protection of five basic principles, namely religion (hifz ad-din), soul (hifz an-
nafs), reason (hifz al-‘aql), property (hifz al-mal), and descendants (hifz an-nasl).
The data sources analyzed include agrarian legislation, legal literature, and
classical and contemporary Islamic authoritative texts.

The results of the study indicate that the regulation of HGU in Article 164
of Law Number 21 of 2023 has the potential to strengthen the dominance of
investor interests in land control and ignore the principle of distributive justice.
From the CLS perspective, this policy is a legal instrument that tends to facilitate
the economic-political interests of dominant groups. Meanwhile, from the
perspective of Magasid asy-Syari‘ah, this policy is considered not to fulfill the
principle of public interest (al-maslahah al-‘ammah) because it can cause
environmental damage, threaten the sustainability of local communities, and
ignore the principle of intergenerational justice. Therefore, this thesis
recommends a review of the provisions of HGU in the IKN so that they are in line
with the values of social justice in national law and maqasid syari‘ah in Islamic
law.

Keywords: Land Use Rights (HGU), Critical Legal Studies (CLS), Magasid asy-
Syari‘ah
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden dan DPR sebagai positif legislator memiliki wewenang untuk
membuat undang-undang yang berguna bagi kemaslahatan negara.! Pembuatan
undang-undang harus sesuai dengan kebutuhan negara dan menjamin hak-hak
luhur dari warga negara, pembuatan undang-undang harus melihat aspek yang
wajib ada dalam undang-undang.? Nilai filosofis, sosiologis dan juga yuridis
diperlukan untuk mengetahui kandungan yang terdapat dalam undang-undang

apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan.

Proses pembuatan undang-undang meliputi beberapa tahap mulai dari
rancangan undang-undang, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan
rancangan undang-undang, pengesahan rancangan undang-undang dan
pengundangan undang-undang. Tahapan itu menjadi acuan untuk melihat
bagaimana sebuah undang-undang secara penyusunan sudah tepat atau tidak
terdapat kekeliruan dalam proses pembentukan. Penyusunan undang-undang akan
dinyatakan layak jika norma-norma dalam pembuatan, pengkajian dan isi dari
undang-undang tidak bertentangan dengan norma yang sudah ada.® Kesalahan

dalam pembuatan undang-undang meliputi cacat formil dan cacat materil.

! Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Peraturan perundang-undangan, Pasal 20 ayat (2), (3),
4.

2 Pasal 5 Dan 6.

3 Delfina Gusman, “Pembentukan Undang-Undang Secara Elektronik dalam Sistem Perundang-
Undangan di Indonesia,” Dinastirev, Vol. 4 (2024): hlm. 332.



Cacat formil dalam pembuatan undang-undang misalnya tidak mengikuti
tahapan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, kesalahan administratif
dalam penyusunan naskah undang-undang dan juga Quorum yang tidak
terpenuhi. Cacat materil dalam undang-undang jika undang-undang bertentangan
dengan prinsip konstitusi, diskriminasi, dan undang-undang yang dibentuk

memiliki kekuasaan yang berlebihan kepada pemerintah atau lembaga tertentu.*

Presiden dan DPR akhir-akhir ini menjadi perbincangan dikarenakan
membuat undang-undang pemindahan ibu kota negara, pemindahan ibu kota itu
dikarenakan Jakarta dinilai sudah tidak layak menjadi ibukota negara. Pada
tanggal 29 September 2021, Surat Presiden (Surpres) yang berisi usulan Undang-
Undang Ibu Kota Negara telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), yang menandai dimulainya proses hukum pemindahan ibu kota negara.
Hal ini menjadi polemik di masyarakat ditengah pemulihan ekonomi pasca
Covid-19, pemerintah justru ingin memindahkan ibu kota negara.> Dalam
pemindahan ibu kota negara terdapat kejanggalan yang membuat publik bertanya,
mengapa pembuatan undang-undang terkesan buru-buru dan minim aspirasi
masyarakat. Pembuatan Revisi Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 Tentang Ibu
Kota Negara yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Ibu Kota Negara dalam prosesnya terdapat hal yang menjadi polemik seperti

muatan undang-undang yang terlalu kuat, studi banding ke Khazakhstan, dan

4 Jaga Rudi, “Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum di
Indonesia,” Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa 2, no. 4 (24 Oktober 2023): hlm. 229.
https://doi.org/10.58192/populer.v2i4.1474.

5 Setjen DPR RI, “Pemerintah dan DPR Satu Suara Terkait IKN,” diakses 22 April 2024,
http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43471.



rapat hingga dini hari. Beberapa pasal dalam undang-undang ibu kota nasional
juga menarik perhatian karena mencakup klausul yang memungkinkan
pencabutan undang-undang lain yang tidak mendukung pembangunan ibu kota,
serta ketentuan tentang pemberian izin pengelolaan tanah hingga maksimal 190

tahun.®

Pasal 16 A dalam Revisi Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 mengatur
tentang penerbitan izin Hak Guna Usaha (HGU) sekaligus merangkum strategi
pengembangan ibu kota negara. Dengan memberikan izin Hak Guna Usaha
(HGU) hingga 190 tahun, pemerintah memudahkan investor yang ingin
menanamkan modal di ibu kota untuk mendorong pembangunannya. mekanisme
pemberian izin hak guna usaha dan hak guna bangunan ibu kota negara yaitu satu
periode dibagi menjadi tiga tahap, pertama pemberian hak paling lama 35 tahun,
kedua perpanjang hak paling lama 25 tahun, kemudian yang ketiga pembaruan
hak pang lama 35 tahun, semua tahapan itu terakumulasi dalam satu periode

waktu yang jumlah keseluruhan selama 95 tahun untuk satu periode.’

Secara filosofis pembuatan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu
Kota Negara atau Revisi Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tidak memiliki
dasar filosofis yang kuat. Landasan filosofis pemindahan ibu kota negara adalah
mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa

Indonesia. Gambaran filosofis tersebut terlalu umum jika diterapkan untuk

® Dinilai Cacat Formil, UU IKN Kembali Diuji Konstitusionalitasnya | Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia,” diakses 22 April 2024,

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18074&menu=2.

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara., Pasal 16 A.



sebuah undang-undang, dalam pembentukan undang-undang tentu landasan
filosofisnya harus lebih kuat dan matang sebagai dasar terbentuknya suatu
undang-undang. Misalnya urgensi pemindahan ibu kota mengapa dilakukan di
provinsi Kalimantan Timur tidak ditempat lain? Mengapa melakukan
pemindahan ibu kota dalam waktu yang cepat bukankah membangun sebuah kota
memerlukan waktu yang lama? Jika konsep yang diusung adalah Forest City atau
kota yang terintegrasi dengan hutan mengapa menebang hutan kemudian
menghidupkan lagi hutan tersebut? Jika ibu kota negara difungsikan sebagai
pusat pemerintahan Indonesia mengapa harus ada pemberian HGU yang begitu
lama di sekitar IKN? Pertanyaan seperti ini yang tidak terjawab secara filosofis
akademis dan menimbulkan bias tujuan pemindahan ibu kota negara. Dalam
hukum terdapat banyak aliran-aliran hukum yang menjadi dasar pemikiran dan
juga menafsirkan sebuah fenomena dalam pandangan hukum, salah satu yang
populer adalah Critical Legal Studies (CLS). Pandangan ini berbeda dan
bertentangan dengan aliran positivisme yang menggangap bahwa hukum bersifat
netral, adil dan munculnya hukum adalah suatu alamiah, dalam Critical Legal
Studies (CLS) justru menganggap bahwa hukum merupakan produk kepentingan

dan bias makna.

Critical Legal Studies (CLS) adalah sebuah teori hukum yang
menganggap hukum tidak netral atau objektif, melainkan dipengaruhi oleh
kepentingan dan kekuasaan tertentu dalam masyarakat.® CLS menyoroti bahwa

hukum sering kali dibuat atau diterapkan untuk melindungi kelompok dominan,

8 Roberto Mangabeira Unger, The Critical Legal Studies Movement (London: Harvard University
Press, 1986), him. 3.



misalnya pemodal besar atau pemerintah dan cenderung mengabaikan
kepentingan kelompok yang lebih lemah, seperti masyarakat miskin atau
minoritas. Menurut CLS, hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi alat
yang bisa memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi.® Fungsi dari Critical
Legal Studies (CLS) adalah memberikan pemahaman lain tentang hukum dan
CLS bertujuan untuk membongkar cara kerja hukum yang tampak netral dan
mengungkap bagaimana hukum kadang justru mendukung ketidakadilan sosial.
Gerakan ini ingin mendorong perubahan hukum agar lebih inklusif dan adil bagi

semua kelompok masyarakat.

Dari perspektif Critical Legal Studies (CLS), Pasal 16A yang mengatur
Hak Guna Usaha (HGU) hingga total 190 tahun mengungkapkan ketimpangan
kekuasaan dalam distribusi lahan. CLS mengkritisi bahwa hukum sering kali
mendukung kelompok yang memiliki kekuasaan dan modal besar, seperti
korporasi atau investor besar, dengan mengabaikan kebutuhan kelompok
masyarakat yang lebih lemah, seperti masyarakat adat atau lokal. Ketentuan
jangka waktu HGU yang sangat panjang dalam pasal ini cenderung memperkuat
kekuasaan pihak yang sudah dominan, sementara mengesampingkan hak
masyarakat yang mungkin menggantungkan kehidupan mereka pada akses
terhadap lahan tersebut. CLS melihat hukum ini sebagai instrumen yang

mendukung kepentingan ekonomi tertentu, bukan sebagai aturan yang netral.*°

9 AP. Edi Atmaja dan Anna Erliyana, “Affirming the Democratic Economic System After the
Amendment of Article 33 of the Indonesian Constitution: A Critical Legal Studies Perspective,” Jurnal Bina
Mulia Hukum 8 (2024): hlm. 159-176.

10 Dudang Gojali, “FILSAFAT HUKUM: Aktualisasi Critical Legal Studies di Indonesia,” Ai-
Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 4 (2022). hlm. 34.



CLS mengkritisi bagaimana ketentuan jangka panjang ini dapat
berdampak pada ketidakadilan sosial dan lingkungan. CLS memandang bahwa
ketentuan seperti evaluasi untuk perpanjangan HGU bisa saja disusun untuk
kepentingan tertentu, alih-alih memberi akses yang sama kepada masyarakat
kecil yang terdampak. Ini berpotensi melanggengkan ketidakadilan karena tidak
semua pihak mendapatkan perlindungan yang setara dalam hukum. CLS
memandang Pasal 16A sebagai aturan yang lebih memprioritaskan kepentingan
ekonomi dan cenderung merugikan kelompok yang tidak memiliki kekuatan

ekonomi dan politik yang sebanding.

Senada dengan CLS yang mengkritisi hukum tidaklah netral atau penuh
dengan unsur politik, ketentuan hukum Islam (syariat) juga menghendaki sebuah
peraturan haruslah menguntungkan semua pihak. Dalam Islam kepentingan
umum adalah orientasi dari tujuan agama (al-maslahah al-‘ammah).'* Setiap
kebijakan yang diambil haruslah memenuhi persyaratan kemaslahatan umum. Hal
itu disebabkan saling terkaitnya antar maslahat, seperti menjaga akal, agama,
jiwa, harta dan keturunan merupakan satu kesatuan tujuan yang merupakan dasar
dari adanya tujuan syariah. Kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip
keadilan harus tetap berada pada koridor prinsip dasar syariat: keadilan,
kebebasan, martabat manusia dan rahmat. Kemaslahatan tidak bida dijadikan
alasan untuk melakukan perbuatan yang tidak bermoral atau melakukan

penindasan untuk orang lain. Sifat kontekstual dan dinamis kemaslahatan harus

11 Lara Aziza Putri dan Miftahul Zikri Sy, “Relevansi Konsep Maqashid Syariah Pada Pemasaran
Syariah Dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen 3, no. 1 (14
Desember 2024): hlm. 19, https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3312.



mampu menjawab kebutuhan zaman dan sosial yang berubah-ubah tetapi tidak
kehilangan nilai dasarnya tetapi tidak lepas dari norma etis. Kemaslahatan harus
diperjuangkan melalui hukum dan kebijakan publik yang menguntungkan semua
pihak dan aspek yang terdapat dalam tujuan syariah. Kemaslahatan juga
memerlukan suara masyarakat dan juga partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaanya agar terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan. Tindakan
untuk melakukan kemaslahatan juga didorong melalui tugas aparat dan institusi

negara yang berfungsi adil, untuk menjamin terlaksananya maslahat.

Kemaslahatan yang coba diraih dari pemberian Hak Guna Usaha selama
190 tahun mungkin akan berguna bagi pembagunan ibu kota negara, akan tetapi
pemberian HGU dalam jangka waktu tersebut haruslah dipertimbangkan potensi
yang terjadi. Potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, potensi
kesewenangan koorporasi tertentu, potensi hilangnya hutan adat yang menjadi
sumber pencaharian masyarakat sekitar IKN dan potensi memperkuat kedudukan
koorporasi yang sudah ada. Oleh karena itu konsep kemaslahatan dalam
pemberian HGU IKN haruslah matang agar tidak terdapat kekurangan dalam

pelaksanaannya, sekalipun ada atau tidak adanya dalil yang mengatur.

Kemaslahatan yang coba diraih ini tidaklah berdasarkan dengan dalil-dalil
syara. Maslahat adalah konsep yang merujuk pada segala hal yang membawa
manfaat, kebaikan, atau kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat, baik di

dunia maupun di akhirat.? Tujuan agama adalah untuk mencapai kemaslahatan

12 Jasser Auda, Magasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach (London:
The International Institute Of Islamic Thought, 2007), hlm. 176.



(Maslahah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah) dalam kehidupan manusia.
Sebagai bagian dari tujuan dasar agama untuk manusia (al-daririyyat al-
khamsah), maslahat memiliki tujuan untuk menjaga agama (din), Jiwa (nafs),
keturunan (nasl), akal (ag/) dan harta (mal). Maqgasid al-Syari'ah bertujuan untuk
melindungi dan memastikan keberlangsungan agama serta para pemeluknya.
Dalam ajaran ini, ada lima aspek utama yang dianggap sebagai kebutuhan dasar
manusia dan harus dijaga, yaitu: menjaga agama (Hifz ad-Din), menjaga jiwa
(Hifz an-Nafs), menjaga akal (Hifz al-‘Aql), menjaga harta (Hifz al-Mal), dan

menjaga keturunan (Hifz an-Nasl).?

Terkait dengan yang sudah dipaparkan pada pendahuluan di atas, penulis
akan menulis dengan tema pokok terkait Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan
pemerintah di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), dalam prespektif Critical
Legal Studies dan Magqasid al-Syari'ah. Penelitian ini mencoba menganalisis
realitas pemberian HGU selama 190 tahun di IKN apakah pemberian itu sesuai
dengan kebutuhan atau coba diakusisi oleh kelompok berkepentingan. Prespektif
Critical Legal Studies memberikan pemahaman bahwa hukum tidaklah netral,
penuh dengan kepentingan dan unsur politik pembentukannya yang kuat, hal ini
bertentangan teori hukum yang menggap hukum bersifat netral dan adil. Maka
dari itu prespektif Critical Legal Studies diperlukan untuk menganalisis hukum
tersebut dan terutama pada pasal 16 A Undang-Undang No. 21 Tahun 2023.
Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana Islam memandang adanya

HGU 190 tahun di IKN, terutama aspek Magasid asy-Syari‘ah. Menjaga

13 Al-Syatibi, al-Muafaqat fi Ushulal-Syari“‘ah (Kairo: Musthafa Muhammad, 1968). him. 204.



keberlangsungan hidup manusia adalah tujuan syariat, apakah dengan
memberikan HGU selama 190 tahun tidak berdampak pada keberlangsungan

hidup manusia, terutama menjaga harta, menjaga keturunan.

Dengan paparan latar belakang masalah seperti di atas, tesis ini diberi
judul: “Hak Guna Usaha Di Ibu Kota Nusantara Dalam Tinjauan Critical
Legal Studies dan Magqagid asy-Syari‘ah”. Tesis ini dapat menginformasikan
perkembangan di ibu kota Indonesia dan memperkaya basis intelektual program
studi Ilmu Syariah dari perspektif studi hukum kritis dan studi Magasid asy-

Syari‘ah, dengan fokus khusus pada hukum ketatanegaraan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prespektif Critical Legal Studies atas pengaturan HGU di
IKN?

2. Bagaimana eksistensi HGU ditinjau dari prespektif Magdasid asy-Syari‘ah?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang dan permasalahan yang telah
dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan

dan manfaat berikut;

1. Tujuan Penelitian
Studi ini dilaksanakan guna memperoleh jawaban atas sejumlah isu utama
yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, dengan tujuan:

a. Mengidentifikasi siapa saja pithak yang diuntungkan dan dirugikan dari
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pemberlakuan pasal ini.
b. Mengungkap potensi bias dan ketimpangan kekuasaan yang
tersembunyi dalam pasal tersebut

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan dampak

yang selaras dengan tujuan penelitian:

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah
ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang (ilmu syariah), serta
menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang
mengangkat tema serupa. Penelitian ini hendak menyumbangkan
pemikiran bahwa hukum yang selama ini dianggap sebagai sesuatu
yang netral, alamiah, dan pasti ternyata memiliki anasir yang bisa
diafsirkan sesuai dengan kepentingan terutama dalam HGU ibu kota
negara pada Revisi Undang-Undang No. 21 Tahun 2023.

b. Bagi [lmu Syariah penelitian ini hendak menyumbangkan pemikiran
tentang teori Critical Legal Studies dan Magqosid Al-Syari’ah untuk
menambah khasanah baru pengetahuan dan untuk mengembangkan
kembali ilmu-ilmu keislaman. Critical Legal Studies adalah teori
bagaimana hukum dipahami secara lain dari teori-teori yang
berkembang seperti teori positivis hukum, teori Critical Legal Studies
mengkritik keadilan, kesetaraan, kepentingan, dan juga distribusi
kekuasaan dalam pembentukan hukum, Magasid asy-syari‘ah

merupakan tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam.
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D. Telaah Pustaka

Tema yang disajikan dalam penulisan tesis ini berkaitan dengan
pembangunan ibu kota baru (IKN), Telaah pustaka pada pembahasan ini meliputi
seputar teori Critical Legal Studies dalam pembentukan Undang-Undang No 21
Tahun 2023 terutama dalam pasal 16 A, atau penelitian yang sejenis yang masih
berkaitan dengan pembahasan ini. Tulisan yang berkaitan dengan Ibu Kota
Nusantara sudah banyak ditulis olah peneliti lainnya terutama yang meneliti
kontroversi dari pembangunan IKN seperti: lingkungan hidup, sumber anggaran
pembangunan IKN, hak masyarakat adat, aspek hukum dan tata kelola, aspek
kebencanaan dan geopolitik juga menjadi pembahasan yang menarik yang sudah
diteliti oleh penulis lainya. Oleh karena itu dalam tesis ini mengambil penelitian
terdahulu yang ingin dikaji dikerucutkan menjadi penelitian berdasarkan aspek
hukum undang-undang IKN, dampak sosial dan lingkungan. sebagai kebutuhan
penelitian memungkinkan adanya kajian terdahulu yang relevan sebagai acuan

kajian yang pernah ditulis dalam membahas Ibu Kota Nusantara (IKN).

1. Kajian mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam penulis memasukan
kajian terdahulu yang sesuai dengan pembahasan pembangunan Ibu Kota
Nusantara. Beberapa kajian terdahulu mendapat pengembangan dari peneliti
lain, mendapatkan temuan pendukung, atau mendapatkan kritik atau saran

terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pertama, riset yang ditulis oleh Suparman Marzuki, Despan Heryansyah,
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dan Sahih Hadi berjudul Kompleksitas Persoalatan Kebijakan Ibu Kota
Nusantara (Aspek Regulasi dan Perlindungan Masyarakat Lokal). Riset ini
berdasarkan penelitian langsung yang berhasil dibukukan pada tahun 2023
oleh Laksbang Akademika dengan metode penelitian yuridis sosiologis. Buku
ini memaparkan bahwa secara formal-prosedural, pembentukan undang-
undang IKN tidak memlibatkan partisipasi publik yang memadai, sehingga
banyak akademisi hukum yang menganggap kebijakan pemindahan ibu kota
negara adalah autocratic legalism. Dari data yang berbasis lapangan penelitian
ini terdapat persoalan-persoalan faktual seperti masalah alih fungsi tanah,
minimnya jaminan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan bagi
masyarakat adat disekitar wilayah Ibu Kota Nusantara, hingga minimnya
keterlibatan masyarakat adat dan daerah dalam pembentukan UU IKN. Jika
ditelisik lebih lanjut pada sub-bab tertentu Suparman menyinggung aspek
prosedural pembuatan undang-undang hingga aspek substansial yang dibahas

pada penelitiannya.*

Kedua, tesis Raihan Dara Vonna Implikasi Kebijakan Hak Atas Tanah
Bagi Investor Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu
Kota Negara. Tesis ini mengkaji kebijakan pemberian hak atas tanah selama
190 tahun dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dengan
menggunakan pendekatan teori kebijakan publik dan teori maslahah mursalah.

Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, kebijakan ini

1% Suparman Marzuki, Despan Heryansyah, dan Sahid Hadi, Kompleksitas Persoalatan Kebijakan Ibu
Kota Nusantara (Aspek Regulasi dan Perlindungan Masyarakat Lokal) (Yogyakarta: Laksbang Akademika,
2023), him. 10.
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menuai perhatian luas karena jangka waktunya yang sangat panjang dan
belum pernah diatur sebelumnya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini
bersifat kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan yuridis-
normatif, yang bertumpu pada studi pustaka terhadap sumber hukum primer,
sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang
teori kebijakan publik, kebijakan ini dinilai kurang berpihak pada kepentingan
rakyat dan memiliki potensi bertentangan dengan norma hukum lainnya,
terutama terkait keadilan dan kesetaraan akses terhadap tanah. Sementara itu,
dalam  perspektif ~maslahah  mursalah, kebijakan ini  seharusnya
mempertimbangkan kemaslahatan umum, keadilan sosial, dan potensi konflik
agraria yang mungkin timbul akibat dominasi korporasi terhadap lahan. Tesis
ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kritik terhadap
kebijakan pertanahan IKN dan menawarkan refleksi normatif dari perspektif
hukum Islam untuk mendukung pengelolaan tanah yang adil dan

berkelanjutan.'®

Ketiga, Ade Andriani dalam tesisnya yang berjudul Problematika
Pembentukan Badan Otorita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Maslahah Mursalah menyoroti
bahwa UU No. 3 Tahun 2022 disahkan sebagai upaya strategis guna
meringankan beban Pulau Jawa, terutama Jakarta, yang selama ini menjadi
pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi nasional. Pemindahan ibu kota

negara ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan

15 Raihan Dara Vonna, “Implikasi Kebijakan Hak Atas Tanah Bagi Investor Dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara” Tesisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2025), hlm. 34.
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Timur, membawa implikasi hukum yang kompleks, termasuk perlunya
regulasi yang memadai guna mendorong pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi di kawasan Kalimantan. Ade Andriani dalam tesisnya
menyatakan bahwa pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara harus
merujuk pada ketentuan Pasal 18 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar
1945. Namun, Ade Andriani menemukan bahwa mekanisme pengangkatan
pimpinan Badan Otorita oleh Presiden, tanpa melalui proses pemilihan umum
sebagaimana diatur bagi kepala daerah, merupakan bentuk penyimpangan dari
amanat konstitusi tersebut. Selain itu, dari perspektif maslahah mursalah
dalam hukum Islam, pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dinilai
tidak memenuhi prinsip-prinsip kepentingan umum, melainkan berpotensi
memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu, yang pada akhirnya

bertentangan dengan asas keadilan sosial.*®

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Aditya Khrisna Murti, Nawang Wulan,
Andre Bagus Saputra berjudul Problematika Konflik Norma Penerapan Jangka
Waktu Hak Atas Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan
Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
Prinsip-prinsip yang dibahas dalam kajian ini merupakan salah satu cara untuk
mencapai keadilan dan ketertiban, tetapi terkadang saling tumpang tindih

sehingga tidak seimbang dalam menjalankan tugasnya. Salah satu jenis

16 Ade Andriani, “Problematika Pembentukan Badan Otorita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Maslahah Mursalah” Tesis UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, (2023), hlm. 50..
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pengaturan yang tumpang tindih terkait dengan jangka waktu hak atas tanah
adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2023. Perbedaan pemberian hak atas tanah berdasarkan
kedua peraturan tersebut menimbulkan kontroversi tersendiri. Misalnya,
ketentuan Hak Guna Usaha (HGU) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 diberikan untuk jangka waktu maksimal 35 tahun, tetapi pengaturan
HGU dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 mengubahnya, sehingga jangka waktu
HGU dapat diberikan selama 190 tahun. Dalam peraturan ibu kota negara
tersebut, terjadi konflik regulasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Pokok-Pokok Pertanahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan
Kemudahan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha terkait jangka waktu hak
atas tanah. Pemberlakuan PP Nomor 12/2023 memberikan ketentuan
mengenai dua (2) siklus pengelolaan hak atas tanah, yang akan memunculkan
persoalan monopoli hak atas tanah oleh investor. Berbeda dengan UUPA yang
memberikan jangka waktu hak atas tanah, khususnya hak guna usaha (HGU),
PP Nomor 12/2023 memberikan perpanjangan jangka waktu HGU menjadi

maksimal 190 tahun.”

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Suryadi Jaya Purnama dan Chotib yang
berjudul: Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara. Studi ini

mengeksplorasi  potensi  elemen-elemen  ekonomi  strategis  dalam

17 Aditya Khrisna Murti, Nawang Wulan, dan Andre Bagus Saputra, “Problematika Konflik Norma
Penerapan Jangka Waktu Hak Atas Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di
Ibu Kota Nusantara,” Prosiding Seminar Hukum Aktual, 2023.
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pembangunan dan relokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), yang diharapkan dapat
mendorong transformasi ekonomi berorientasi Indonesia, diversifikasi
ekonomi, serta efek berantai positif. Pembangunan dan pemindahan IKN
sebagai proyek publik besar berpeluang menciptakan dampak ekonomi
strategis melalui pendekatan Indonesia-sentris. Namun, aspek sosiologis,
topografis, dan geopolitik tetap perlu menjadi pertimbangan meskipun nilai
ekonominya menjanjikan. Untuk memastikan kelancaran pembangunan IKN,
dukungan dari seluruh pemangku kepentingan mutlak diperlukan. Dalam hal
pendanaan, strategi alokasi pembiayaan IKN yang ditargetkan terealisasi pada
2024 harus tetap memerhatikan ketahanan dan risiko keuangan negara,
mengingat keterbatasan ruang fiskal. Pemerintah juga harus memenuhi
komitmennya untuk menekan defisit anggaran di bawah 3% pada 2023. Hal
ini sejalan dengan prinsip optimisme sekaligus kehati-hatian yang menjadi

landasan pengelolaan keuangan negara tahun 2023.8

Keenam, Artikel penelitian yang ditulis oleh Elsa Benia dan Ghina
Nabilah Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui
Pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Kebijakan hukum
yang melatarbelakangi pembentukan UU IKN sempat mengemuka dalam
sebuah perbincangan. Pembahasan kajian tersebut menggugat sejumlah faktor,
seperti landasan konseptual rancangan undang-undang IKN yang
mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antara

Jawa dan non-Jawa. Berdasarkan temuan kajian, penyusunan UU IKN dan

18 Suryadi jaya Purnama dan Chotib, “Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara,”
Setjen DPR RI 13 (2022).
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politik hukum yang terkandung di dalamnya belum mencerminkan tuntutan
masyarakat, sebagaimana terlihat dari telaah sepintas naskah akademik yang
menunjukkan tanda-tanda cacat formil dan materiil akibat tergesa-gesanya

penyusunannya.*®

Ketujuh, Artikel yang ditulis oleh Ahmad Gelora Mahardika, dan Rizky
Saputra Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru
Dalam Sistem Ketatanegaraan. Kajian ini menganalisis dan memaparkan
tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan RUU IKN sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-
Undangan. Hasil evaluasi kajian menunjukkan bahwa pada kondisi daerah,
partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU IKN sangat terbatas karena
jangka waktu pembahasan hanya 42 hari. Sementara itu, untuk menghasilkan
satu produk hukum di Indonesia dari awal hingga akhir, dibutuhkan waktu
130—-160 hari. Hal in1 penting karena UU IKN dapat dianggap sebagai produk

hukum yang cacat hukum jika tidak melibatkan masyarakat.?

Kedelapan, Artikel yang ditulis oleh Krisna Mukti Pradana, Faisal
Samsudin, Bhim Prakoso. Berjudul Politik Hukum Investasi Dalam
Pembangunan Ibu Kota Baru Ditinjau Dari Undang-Undang No 3 Tahun
2022. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota

Negara juga menyimpan persoalan lain, yaitu terkait dengan arah politik

19 Elsa Benia dan Ghina Nabilah, “Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Tbu Kota Negara
Melalui Pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN).,” Jurnal Hukum Lex Generalis 3 (2022).
20 Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra, “Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu

Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-
undangan 2 (2022).
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hukum yang melatarbelakangi proses pembentukannya. Seperti diketahui,
pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota
Negara (RUU IKN) dalam waktu yang singkat, yakni hanya 42 hari setelah
dua kali konsultasi publik. Lambatnya proses dan minimnya partisipasi publik
menuai kritik, sehingga terkesan terburu-buru. Perlu diketahui, hanya sebagian
kecil masyarakat yang terlibat dalam perumusan UU IKN. Artinya, UU ini
belum mewakili seluruh lapisan masyarakat karena minimnya keterlibatan
publik. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang
dianut Indonesia. Selain persoalan fisik, politik hukum dan investasi juga turut
terlibat dalam pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Kebijakan hukum
memainkan peran yang sangat penting dalam merumuskan undang-undang,
peraturan, dan kebijakan yang mendorong investasi, terutama dalam
pembangunan infrastruktur IKN. Dalam kaitan ini, peraturan perundang-
undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara beserta peraturan turunannya sangat penting dalam memberikan
kepastian hukum bagi para investor. Upaya pemerintah untuk mencapai tujuan
sosial dan ekonomi juga tercermin dalam pembangunan IKN, dengan fokus
utama pada infrastruktur, kepemilikan tanah, stabilitas politik, keterlibatan
masyarakat, dan keterlibatan sektor swasta. Dengan mempertimbangkan
berbagai hal, keterkaitan antara investasi dan politik hukum menjadi landasan
yang kuat bagi keberhasilan perencanaan dan pengawasan pemindahan ibu

kota negara. *

2! Krisna Mukti Pradana, Faisal Samsudin, dan Bhim Prakoso, “Politik Hukum Investasi Dalam
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Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Fahmi Kurniawan, berjudul: Konflik
Agraria dalam Pembangunan Ibu Kota Negara: Analisi Hak Guna Usaha dan
Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Pemberian Hak Guna Usaha (HGU)
kepada investor memicu ketegangan antara pemerintah dan masyarakat adat.
Meskipun pemerintah telah mengeluarkan izin HGU berdasarkan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2022, masyarakat adat yang telah lama mengelola hutan
merasa tersingkirkan karena tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah.
Situasi ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang adil, yang mampu
melindungi hak-hak masyarakat adat tanpa menghambat arus investasi. Selain
itu, hal ini juga mengungkap kelemahan dalam regulasi agraria, sehingga

diperlukan pengakuan dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah adat.?

Dari berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pendapat
yang bertolak belakang mengenai pemindahan ibu kota negara dan peraturan yang
mengaturnya. Pembahasan diatas menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota
negara menimbulkan polemik mulai dari merugikan masyarakat adat seperti yang
disampaikan oleh Suparman et al. Mengkritisi kurangnya partisipasi masyarakat
seperti yang disampaikan Suparman, Krisna Mukti et al dan juga tesis yang ditulis
oleh Ade Andriani. Selanjutnya yang menjadi sorotan dalam penelitian terdahulu
adalah cacat formil dan meteril yang terdapat pada undang-undang IKN seperti
yang disampaikan oleh Ahmad Gelora Mahardika et al dan Elsa Benia et al. Dan

yang terahir dari penelitian diatas mengemukakan bahwa pemindahan ibu kota

Pembangunan Ibu Kota Baru Ditinjau Dari Undang-Undang No 3 Tahun 2022,” Cakrawala llmiah, 2023.

22 Fahmi Kurniawan, “Konflik Agraria Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara: Analisis Hak Guna
Usaha Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat,” JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH 8
(2025): hlm. 1029-36, https://doi.org/10.54314/jssr.v8i1.2831.
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negara menggangu ekonomi, sosial, lingkungan dan juga hutan sebagaimana

disampaikan pada penelitian di atas.

Penelitian terdahulu diatas belumlah merujuk dengan spesifik mengenai Hak
Guna Usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bersumber pada Undang-Undang
No 21 Tahun 2023. Penelitian terdahulu hanya merujuk untuk mengamati cacat
formil dan materil undang-undang IKN. Dengan adanya tesis ini yang coba
dibangun untuk melakukan eksplorasi bagaimana HGU IKN diberikan dan
apasaja dampak yang mungkin ditimbulkan oleh HGU tersebut dalam prespektif

Critical Legal Studies (CLS).

Perbedaan pembahasan antara tesis ini dengan peelitian terdahulu membuat
perbedaan dan kebaruan yang menarik untuk diteliti. Pada umumnya penelitian
terdahulu menyoroti masalah legal formil dan materil UU IKN, dampak ekonomi,
lingkungan dan juga masyarakat, belum sampai pada tataran HGU IKN dalam
prespektif Critical Legal Studies (CLS). Seperti yang dijelaskan dalam pasal 16 A
UU IKN menyebutkan bahwa HGU bisa diberikan dalam jangka waktu 190 tahun,
tentu waktu 190 tahun bukanlah waktu yang sebentar jika dilihat dari rata-rata
umur manusia. Kebijakan ini menimbulkan polemik apakah ini akan
menguntungkan masyarakat umum atau hanya sebagian kelompok yang coba

diuraikan dalam tesis ini.

2. Kajian mengenai Hak Guna Usaha (HGU) Ibu Kota Nusantara (IKN)

prespektif Magasid asy-Syari‘ah

Untuk mendapatkan sudut pandang keislaman yang beragam penulis
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memasukan kajian terdahulu yang sesuai dengan pembahasan pembangunan
Ibu Kota Nusantara. Beberapa kajian terdahulu mendapat pengembangan dari
peneliti lain, mendapatkan temuan pendukung, atau mendapatkan kritik atau
saran terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU) Ibu Kota Nusantara (IKN)

prespektif Magasid asy-Syart ‘ah.

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Ade Andriani dan Surya Hady Winata
Islam Dan Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Ibu Kota Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 3
Tahun 2022 sudah memuat asas-asas hukum Islam, tetapi belum memuat
konsep demokrasi dan syura. Akan tetapi, UU No. 3 Tahun 2022 mengabaikan
kontribusi masyarakat dalam pembentukannya. Penerapan asas-asas Islam
dalam pelaksanaan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dilakukan melalui
perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, sosialisasi, pengkajian,
dan penafsiran Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Kebijakan Hukum

dan Peraturan Ibu Kota Negara.?

Kedua, artikel yang ditulis oleh Saifulah Yusuf dan Deasy Yunita Siregar
yang berjudul: Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Figih Siyasah.
Temuan Saifulah dan Deasy dalam jurnal ilmiah mengungkapkan bahwa
Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, tengah mengalami penurunan daya

dukung serta kerentanan terhadap bencana yang semakin serius. Oleh karena

23 Ade Andriani dan Surya Hady Winata, “Islam Dan Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara,” Bustanul Fuqoha, no. Jurnal Bidang Hukum Islam (2023): hlm.
396-410.
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itu pemindahan ibu kota negara bisa dilakukan jika memberikan dampak yang
luas bagi masyarakat, dan menjamin stabilitas negara. Prinsip Islam yang
mengaharuskan penghindaran mudharat harus dilakukan lebih utama daripada

meraih manfaat, membuat pemindahan ibu kota negara boleh dilakukan.?*

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Dewi Ulfa Lailatul Fitria dan Fathur
Rochim yang berjudul Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif
Maslahah Mursalah. Menurut analisis ini, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke
Kalimantan dapat membantu Indonesia bagian timur mencapai pemerataan
dan menutup kesenjangan pembangunan antarpulau. Menurut Maslahah
Mursala, Perpindahan pusat pemerintahan akan mendukung perkembangan
negara dalam skala yang lebih luas. Namun, standar keterbukaan dan
kejelasan tujuan belum terpenuhi dalam pemeriksaan proses legislasi UU IKN.
Beberapa pihak telah menekankan bagaimana proses legislasi kurang
transparan dan masukan publik, yang mengurangi kemanjuran kebijakan.
Keterlibatan publik dalam perencanaan dan pelaksanaan pemindahan ibu kota

negara harus ditingkatkan.?

Keempat, artikel yang ditulis oleh Wira Yudha Alam bertajuk Kebijakan
Pemindahan Ibu Kota Negara Sebagai Pilihan Rasional Dalam Perspektif

Syariah Dan Politik. Menurut pembahasan Wira Yudha, pemindahan ibu kota

24 Qaifullah Yusuf dan Deasy Yunita Siregar, “Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Fiqih Siyasah,” eScience Humanity
Journal 5, no. 1 (8 November 2024): him. 6778, https://doi.org/10.37296/esci.v5i1.198.

5 Dewi Ulfa Lailatul Fitria dan Fathur Rochim, “Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Maslahah Mursalah,” Jurnal Siyasah 10
(2025): hlm. 66-91.
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negara menimbulkan banyak gejolak di masyarakat setelah ditetapkan sebagai
rencana strategis, dan mayoritas menolak usulan tersebut. Menurut artikel ini,
kebijakan pemindahan yang cenderung berpihak pada pihak tertentu menjadi
alasan penolakan. Pemindahan ibu kota negara sangat penting mengingat
kondisi Jakarta saat ini, tetapi terletak di atas tanah yang telah ditempati oleh
berbagai perusahaan dari berbagai industri, bukan di atas tanah kosong. Dari
perspektif kesejahteraan, pemindahan ibu kota negara tetap tidak perlu karena
digunakan oleh beberapa kelompok yang mengeksploitasinya, artinya banyak
orang tidak mendapatkan keuntungan darinya. kemanfaatannya tidak
memenuhi kriteria karena menyangkut banyak orang, bukan kepentingan
individu atau kolektif. Karena masalah kesejahteraan yang harus segera diatasi
dan biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan ibu kota negara cukup besar,
pemindahan ini belum dianggap mendesak. Akibatnya, pemindahan ibu kota
negara berdampak buruk bagi masyarakat dan tidak memberikan keuntungan

apa pun.?®

Secara keseluruhan diatas, telaah pustaka terdahulu membahas mengenai
dampak pemindahan ibu kota negara dalam prespektif keislaman, seperti dalam
prespektif kemaslahatan dan prespektif Figh Siyasah. Yang menjadi pembahasan
telaah pustaka diatas adalah IKN secara umum bukan HGU IKN secara khusus,
oleh karena itu belum ada penelitian yang spesifik membahas HGU IKN dalam
prespektif Maqosid Syariah. Adapun diatas jika membahas mengenai

kemaslahatan seperti yang ditulis oleh Wira Yudha Alam dan Dewi Ulfa Lailatul

% Wira Yudha Alam, “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara sebagai Pilihan Rasional dalam
Perspektif Syariah dan Politik,” Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam 6 (2023): hlm.102—-13.
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Fitria et al, hanya membahas kemaslahatan adanya IKN bukan membahas
kemaslahatan HGU IKN. Sedangkan Ade Andriani et al, dan Saifulah Yusuf et al
membahas IKN dalam prespektif figh siyasah, memang dalam pemindahan ibu
kota negara merupakan salah satu ranah siyasah, akan tetapi dalam tesis ini tidak

menggunakan siyasah sebagai parameternya.

E. Kerangka Teoritik

1. Critical Legal Studies

Sebagai sebuah konsep, Critical Legal Studies (CLS) merujuk pada
pemahaman hukum yang tidak netral dan bebas nilai, melainkan dipengaruhi oleh
kekuasaan dan kepentingan sosial tertentu. CLS mengkritik hukum sebagai alat
yang sering kali digunakan untuk mempertahankan struktur sosial yang tidak adil,
terutama dalam hal ketimpangan ekonomi dan sosial. Konsep ini menekankan
bahwa hukum bukan sekadar aturan objektif, tetapi dibentuk oleh dinamika
politik, ideologi, dan kekuatan sosial yang dominan.?”” Sebagai sebuah teori,
Critical Legal Studies berkembang dari pemikiran hukum kritis yang dipengaruhi
oleh Marxisme, postmodernisme, dan teori sosial kritis. CLS menolak pandangan
positivisme hukum yang melihat hukum sebagai sistem yang objektif dan
rasional. Sebaliknya, teori CLS menegaskan bahwa hukum bersifat subjektif,

politis, dan dapat dimanipulasi oleh kekuatan tertentu dalam masyarakat.

Critical Legal Studies (CLS) adalah sebuah aliran pemikiran dalam ilmu

%7 Narulita Yusron, diterjemahkan dari karya Roberto Mangabeira Unger, The Critical Legal Studies
Movement (London: Cambridge Universitiy Press, 1983), penerj., Gerakan Studi Hukum Kritis (Bandung:
Nusa Media, 2022), hlm. 22.
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hukum yang berkembang pada 1970-an di Amerika Serikat. CLS muncul sebagai
bentuk kritik terhadap pandangan tradisional tentang hukum yang sering kali
dianggap objektif, netral, dan independen dari pengaruh sosial atau politik. Para
pemikir CLS berpendapat bahwa hukum sebenarnya tidak netral dan sering kali
digunakan untuk melanggengkan ketimpangan sosial serta memperkuat posisi
kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan. Aliran ini memandang bahwa
hukum diciptakan oleh manusia dan mencerminkan kepentingan serta bias dari
para pembuatnya, sehingga hukum lebih dekat dengan alat politik ketimbang

sebagai sistem keadilan murni.?®

CLS berfokus pada cara hukum dapat mencerminkan dan memperkuat
ketidakadilan dalam masyarakat. Misalnya, CLS melihat bagaimana hukum sering
kali menguntungkan pihak-pihak tertentu, seperti korporasi besar atau orang-
orang yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi, sementara masyarakat biasa,
kaum miskin, atau kelompok minoritas bisa saja dirugikan.”® Para pemikir CLS
akan mengkaji teks hukum, peraturan, atau kebijakan untuk menemukan bias yang
tersembunyi dan mempertanyakan siapa yang paling diuntungkan atau dirugikan
oleh keberadaan aturan tersebut. CLS juga mengkritik bagaimana pendidikan
hukum dan praktik hukum tradisional sering mengajarkan hukum sebagai sistem
yang kaku, padahal hukum bisa berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.*

Secara keseluruhan, CLS mendorong pandangan bahwa hukum harus lebih

28 Roberto Mangabeira Unger, The Critical Legal Studies Movement, (London: Cambridge
Universitiy Press, 1983), him. 5.

2 Atmaja dan Erliyana, “Affirming the Democratic Economic System After the Amendment of
Article 33 of the Indonesian Constitution: A Critical Legal Studies Perspective.”

30 Indra Rahmatullah, “Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep
dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia,” ADALAH 5, no. 3 (27 Juni 2021): hlm. 7,
https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21393.
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responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial. Pemikir CLS percaya bahwa hukum
seharusnya tidak hanya melindungi kelompok kuat tetapi juga memberdayakan
kelompok-kelompok yang kurang berdaya. Dengan mendekonstruksi dan
menganalisis hukum dari sudut pandang kritis, CLS berupaya menciptakan sistem

hukum yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada keadilan sosial.
2. Magasid al- Syar'iyyah

Magqasid al-Syari'yyah secara konseptual adalah prinsip pokok hukum
Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan bertujuan untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia melalui lima nilai inti dalam ajaran Islam. Kelima prinsip
dasar (al-daririyyat al-khamsah) yang umumnya terkait dengan konsep ini
meliputi: Hifz al-Din (Menjaga Agama), Hifz al-Nafs (Menjaga Nyawa), Hifz al-
‘Aql (Menjaga  Akal), Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan), dan Hifz al-
Mal (Menjaga Harta). Inti dari Magqasid al-Syari'yyah terletak pada kelima unsur
ini, sementara penerapan teorinya bergantung pada pemahaman dan definisi yang

diberikan oleh para ahli.**

Magasid  al-Syari'iyyah merupakan  bentuk  jamak  taksir  dari
kata magshud yang bermakna tujuan. Setiap perintah dalam agama pasti memiliki
maksud atau hikmah tertentu, termasuk syariah Islam. Dari segi bahasa, Magasid
asy-Syari‘ah dapat dipahami sebagai maksud-maksud ditetapkannya syariat.
Esensinya adalah mencapai kebaikan dan manfaat bagi umat manusia (mashalih

al-ibdd), mencakup segala aspek kehidupan duniawi dan ukhrawi mereka.

31 Ahmad Zainuddin, “Konstruksi Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Kajian Metodologi Studi Islam,”
Jadid 4 (2024): hlm.83, https://doi.org/10.33754/jadid.v4102.1306.
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Magasid al- Syarliyyah yang akan disajikan dalam penelitian ini Magasid al-

Syar'iyyah prespektif imam Asy- Syatibi.®

Asy- Syatibi, yang nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa
al-Syatibi, adalah seorang ulama dan cendekiawan Islam dari Andalusia (Spanyol
Islam). Asy- Syatibi hidup pada abad ke-14 Masehi dan dikenal karena karyanya
yang terkenal, "a/-Muwataqat fi Usuwli Syar'iyyah" (Harmonisasi dalam Prinsip-
Prinsip Syariat). Dalam karyanya ini, Asy-Syatibi membahas berbagai aspek
hukum Islam, termasuk konsep kemaslahatan. Menurut Asy-Syatibi,
kemaslahatan (al-maslahat) adalah terlaksananya dari lima prinsip dasar dalam
hukum Islam, yang dikenal sebagai "magasid al- Syar’iyyah " atau tujuan-tujuan
syariah. Konsep ini menyatakan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk

melindungi dan mempromosikan kemaslahatan manusia.*

Asy-Syatibi memahami kemaslahatan sebagai konsep yang luas, yang
meliputi semua hal yang menyebabkan kesejahteraan, kebaikan, dan kemajuan
bagi individu dan masyarakat.*® Kemaslahatan dalam pandangan Asy-Syatibi
bukan hanya terbatas pada kesejahteraan materi, tetapi juga mencakup
kesejahteraan spiritual, moral, sosial, dan keadilan. Kemaslahatan, menurut Asy-
Syatibi, menjadi landasan bagi pembentukan hukum Islam yang adil dan
berkeadilan. Dalam proses penafsiran hukum, Asy-Syatibi menekankan
pentingnya memperhatikan kemaslahatan umum dan menjaga keseimbangan

antara kepentingan individu dan kepentingan bersama masyarakat. Secara umum,

32 Al-Syatibi, al-Muafaqat fi Ushulal-Syari “ah, (Kairo: Musthafa Muhammad, 1968), hlm.374.
33 Ihid.
34 Jasser Auda, Magqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach, hlm. 20.
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pemikiran Asy-Syatibi tentang kemaslahatan memberikan kontribusi yang
signifikan dalam pengembangan metodologi penafsiran hukum Islam dan dalam
memahami tujuan-tujuan syariah dalam konteks sosial dan historis. Karya-
karyanya menjadi rujukan penting bagi ulama dan cendekiawan Islam dalam

memahami prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk konsep kemaslahatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu sebuah
penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis, asas-asas hukum,
dan sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini bersifat teoretis dan bertujuan
untuk memahami, mengkritisi, atau mengembangkan hukum secara
konseptual.*® Metode ini bersifat preskriptif dan deduktif, dengan
mengandalkan sumber data primer seperti peraturan perundang-undangan,
yurisprudensi, dan doktrin hukum, serta sumber sekunder berupa literatur
akademik yang relevan. Penelitian normatif bertujuan untuk mengidentifikasi
konsistensi, kekosongan, atau kontradiksi dalam sistem hukum, melakukan
interpretasi terhadap teks hukum melalui pendekatan gramatikal, historis,
sistematis, atau teleologis, serta memberikan rekomendasi teoretis bagi

pengembangan hukum.*

35 Qomar Nurul, Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) (Jakarta: CV.Social Politic
Genius, 2017). hlm. 23.
36 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), him. 25.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian hukum preskriptif yang
merupakan pendekatan akademis bersifat normatif-teleologis, dengan
karakteristtk utama berupa orientasinya pada pembentukan atau
penyempurnaan norma hukum yang ideal (lex ferenda), di samping analisis
terhadap hukum positif yang berlaku (lex lata). Berbeda dengan penelitian
deskriptif yang sekadar memotret realitas hukum, penelitian preskriptif
mengandung dimensi evaluatif dan reformatif melalui penerapan metode
deduktif-rasional untuk merumuskan proposisi hukum yang lebih baik, baik
dalam bentuk rekonstruksi sistem hukum, formulasi kebijakan legislatif,
maupun penyusunan model regulasi baru. Pendekatan ini mensyaratkan
kerangka analisis yang komprehensif meliputi aspek filosofis (keadilan,
kepastian, kemanfaatan), sosiologis (kebutuhan masyarakat), dan teknis-
yuridis ~ (sistematika  perundang-undangan), sehingga  menghasilkan
rekomendasi hukum yang tidak hanya secara teknis feasible tetapi juga secara
normatif legitimate. Dalam konteks metodologis, penelitian preskriptif sering
kali mengintegrasikan analisis doktrinal murni dengan elemen-elemen
prognosis hukum, menjadikannya sebagai jembatan antara teori hukum murni

dan praktik pembentukan hukum yang progresif.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis.
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Pendekatan perundang-undangan mengkaji konsistensi norma dan implikasi
HGU dalam hierarki hukum agraria. Pendekatan konseptual membandingkan
pengaturan HGU dalam Undang-Undang lain untuk identifikasi harmonisasi
atau disharmoni regulasi. Pendekatan filosofis mengevaluasi kebijakan HGU
melalui lensa critical legal studies (komodifikasi tanah) dan magqasid
syariah (keadilan, maslahah), sebagai bahan refleksi kritis tanpa mengambil
sikap normatif. Ketiganya memberikan perspektif komprehensif dari aspek

teknis, teoritis, dan filosofis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan
melalui studi dokumen terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder.
Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan (seperti UU, PP,
Perpres), putusan pengadilan (yurisprudensi), dan traktat internasional yang
relevan, sedangkan sumber sekunder mencakup literatur hukum, jurnal
akademik, komentar ahli, dan doktrin-doktrin hukum yang diakui. Proses
pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis melalui inventarisasi
peraturan, analisis hierarkis untuk menguji konsistensi norma, dan studi
komparatif terhadap praktik hukum terkait, dengan memperhatikan asas-asas
hukum yang berlaku serta perkembangan teori-teori hukum mutakhir untuk

memastikan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan.
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5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum normatif merupakan sumber
hukum formal yang bersifat mengikat (binding authority), mencakup
instrumen yuridis seperti produk legislasi (UU/PP/Perda), dokumen
yudisial (putusan pengadilan dalam berbagai tingkatan), serta instrumen
hukum internasional yang berlaku domestik melalui mekanisme ratifikasi.
Sifat imperatif data ini menjadikannya sebagai fondasi utama dalam
pembentukan konstruksi hukum, sehingga proses pengumpulannya harus
memenuhi standar verifikasi ketat melalui penelusuran sumber resmi dan

analisis validitas formil berdasarkan teori hierarki norma.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam konteks penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup
berbagai referensi pendukung yang bersifat non-binding namun memiliki
otoritas akademis, seperti karya ilmiah (monograf, artikel jurnal), hasil riset
terdahulu, pendapat pakar hukum (doktrin), dan kajian kebijakan. Material
pendukung ini berperan penting dalam memperluas perspektif analisis,
membangun argumentasi yuridis, serta menyediakan kerangka teoritis yang
melengkapi data primer, dengan seleksi ketat berdasarkan kualifikasi

penulis dan kualitas institusi penerbit.
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6. Analisa Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data dilakukan
melalui pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada penalaran hukum
(legal reasoning) dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang
relevan. Data yang dianalisis dalam penelitian ini bukan berupa angka atau
statistik, melainkan berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti
peraturan  perundang-undangan, putusan pengadilan, dan traktat
internasional, maupun bahan hukum sekunder seperti literatur hukum,
pendapat ahli, dan dokumen kebijakan..?” Proses analisis dilakukan dengan
cara menafsirkan, mengkaji secara sistematis, dan membandingkan norma-
norma hukum yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah yang telah
ditetapkan. Teknik analisis ini biasanya mencakup argumentasi hukum
yang logis, evaluasi terhadap asas hukum, serta studi perbandingan apabila
diperlukan, guna menemukan kejelasan norma, konsistensi hukum, serta
relevansi penerapannya terhadap isu yang diteliti. Dengan demikian,
analisis data dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk
merumuskan konstruksi hukum yang sistematis dan koheren dalam
menjelaskan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum berdasarkan

kerangka normatif yang berlaku..®

37 Danta T Made Pasek, Metode Penelitian Normatif (Dalam Justifikasi Teori Hukum) (Jakarta:
Kencana, 2016), hlm. 23.

38 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007), hlm. 25.
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G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan berbagai tahapan
penelitian, mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, tinjauan pustaka dan teori, metodologi penelitian, serta pembahasan

secara metodologis.

Bab kedua memaparkan penjelasan mengenai teori Hak Guna Usaha (HGU).
Menguraikan konsep HGU di Indonesia, sejarahnya, serta aturan-aturan terkait
jangka waktu pemanfaatan lahan di Indonesia. Penjelasan mencakup teori
Critical Legal Studies (CLS) dan konsep kemaslahatan dalam Magasid asy-
Syari‘ah, meliputi dasar-dasarnya, tokoh-tokoh utama, konsep kunci seperti
dekonstruksi hukum dan kritik atas netralitas hukum, serta relevansinya dalam

analisis hukum di Indonesia.

Bab ketiga, deskripsi tentang pemaparan Hak Guna Usaha (HGU) di IKN.
Dasar hukum HGU IKN, peraturan terkait HGU, pemberian HGU dalam

peraturan lain dan juga perbandingan antara HGU pada peraturan terkait.

Bab keempat sebagai analisis bagaimana konsep HGU dalam hukum agraria
dan teori Critical Legal Studies (CLS) dalam proses pembentukan serta muatan
Undang-undang. Pada bab ini akan memberikan analisis komprehensif dalam

meneliti muatan, keadilan, dan dampak sosial dari adanya HGU IKN.

Bab kelima sebagai kesimpulan penelitian ini, memberikan simpulan atas
jawaban rumusan masalah dan memaparkan gagasan serta manfaat teoritis praktis

dari penelitian ini.
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PENUTUP

A. Simpulan
1. Pemberian HGU IKN selama 190 tahun berpotensi menjadikan hukum
sebagai alat legitimasi kekuasaaan yang lebih menguntungkan kelompok
pemodal besar dibandingkan masyarakat kecil, terutama masyarakat adat
di sekitar IKN. Critical Legal Studies menyoroti bahwa hukum sering kali
tidak netral, melainkan diciptakan dan diterapkan untuk mempertahankan
dominasi kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan ekonomi
dan politik. Pemberian HGU 190 tahun, regulasi ini berpotensi
menciptakan monopoli lahan oleh korporasi dalam jangka panjang,
membatasi akses masyarakat terhadap tanah, dan memperkuat
ketimpangan struktural dalam kepemilikan sumber daya. Hal ini
bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi

dasar dalam pembuatan kebijakan pertanahan.

Pemberian HGU IKN juga memiliki tasfir yang berbeda dengan
undang-undang agraria, sebagai dasar hukum pengelolaan tanah di
Indonesia. CLS juga mengkritisi bagaimana hukum ini membuka peluang
besar bagi eksploitasi sumber daya alam, yang dapat menyebabkan
degradasi lingkungan serta menyingkirkan masyarakat adat dari ruang
hidupnya. Dengan adanya regulasi yang memberikan hak pengelolaan

lahan dalam jangka waktu hampir dua abad, masyarakat adat dan petani

138
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kecil berpotensi kehilangan hak atas tanah yang secara turun-temurun
mereka manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. CLS menuntut adanya
pembatasan kekuasaan investor serta partisipasi aktif masyarakat dalam
perumusan dan pengawasan kebijakan agar hukum tidak hanya menjadi
instrumen bagi kepentingan korporasi. Oleh karena itu, regulasi HGU di
IKN seharusnya lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan ekonomi
elite.
. Perspektif Magasid al-Syari‘ah, kebijakan HGU 190 tahun hanya dapat
dibenarkan jika benar-benar membawa kemaslahatan bagi seluruh
masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan investor. Prinsip Hifz al-Mal
(perlindungan harta) dalam Islam mendukung investasi dan pengelolaan
sumber daya alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Namun, kebijakan ini juga harus menjaga keseimbangan dan keadilan
sosial, sehingga tanah yang dikelola tidak hanya menguntungkan
kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Jika HGU ini justru mempersempit akses masyarakat adat terhadap tanah,
menciptakan ketimpangan ekonomi, serta menimbulkan eksploitasi
sumber daya alam yang berlebihan, maka kebijakan ini tidak sejalan
dengan magqdasid al-shari‘ah, yang menekankan pentingnya distribusi
yang adil dan berkelanjutan.

Magasid al-Syari‘ah menilai bahwa segala kebijakan harus

memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan
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keberlangsungan hidup generasi mendatang. Pemberian hak pengelolaan
lahan selama 190 tahun tanpa mekanisme kontrol yang jelas berpotensi
menyebabkan kerusakan ekosistem, yang dalam Islam dianggap sebagai
bentuk perusakan (fasad) yang harus dihindari. Selain itu, jika kebijakan
ini menghambat masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial,
ekonomi, dan budaya mereka, maka hal ini melanggar prinsip Hifz Nafs
(perlindungan jiwa) dan Hifz Nasl (perlindungan keturunan), yang menjadi
bagian utama dalam tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, kebijakan ini
harus dievaluasi dan disesuaikan agar tidak hanya mengedepankan
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kesejahteraan sosial dan
kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan

dalam Islam

B. Saran

1.

Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan HGU 190 tahun dengan
membatasi jangka waktu secara bertahap, misalnya maksimal 50-70
tahun, dengan evaluasi berkala setiap 1015 tahun untuk mencegah
monopoli lahan oleh investor besar. Selain itu, partisipasi masyarakat adat
dan kelompok terdampak harus dijamin dalam proses perumusan
kebijakan, serta diwajibkan adanya skema kemitraan dan kompensasi
yang adil bagi mereka. Regulasi juga harus memperkuat audit lingkungan
yang ketat untuk memastikan keberlanjutan ekosistem, sementara
redistribusi lahan setelah HGU berakhir harus dirancang agar tidak hanya

menguntungkan segelintir pihak. Pemerintah perlu meninjau kembali
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dasar yuridis Pasal 16A UU No. 21 Tahun 2023 agar selaras dengan
prinsip keadilan sosial dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
1960, sehingga kebijakan ini benar-benar membawa manfaat bagi
masyarakat luas dan bukan sekadar alat bagi kepentingan ekonomi elite.

. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji perbandingan kebijakan HGU di
IKN dengan negara lain, seperti Brasil dan Malaysia, untuk memahami
sistem kepemilikan lahan yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu,
penting untuk meneliti dampak sosial dan ekonomi HGU jangka panjang
terhadap masyarakat adat, terutama terkait hak atas tanah dan budaya
lokal. Pendekatan Critical Legal Studies (CLS) juga bisa digunakan untuk
mengeksplorasi bagaimana regulasi pertanahan di Indonesia lebih
berpihak pada investor dibandingkan masyarakat kecil. Dari perspektif
Islam, penelitian dapat mendalami Magdsid al-Syari‘ah  dalam
pengelolaan sumber daya alam, memastikan bahwa kebijakan HGU tidak
bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Terakhir,
penelitian tentang dampak ekologis dari kebijakan HGU 190 tahun di
IKN sangat diperlukan untuk mengkaji potensi deforestasi, perubahan
ekosistem, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pendekatan
multidisipliner ini, kebijakan HGU dapat lebih inklusif dan berorientasi

pada kesejahteraan masyarakat luas.
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